
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat TT Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur SipiJ Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kall terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintan daerah. perlu dilakukan penataan Susunan. 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Kendari; 

b. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nornor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan -huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walik.ota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 
Perindustrian Kota Kendari; 
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5. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang 
Perangkat Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pcmerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sehagrmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2020 
Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pernbentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraruran Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 
tentang Pedoman Nornenk:latur Perangkat Daerah 
Provins! dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan Perindustrian (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849}; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabaran Administrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Belita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

10. Peraturan Menreri Pendayagunaan Aparatur Negara 
clan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
202) tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546); 

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahuri 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
20 L6 Nomor ~) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kola Kendari 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari [Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11); 
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Pasal 3 

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang 
Tenaga Kerja dan Perindustiran. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalab Dinas Tenaga Kerja dan Perinduatrian. 

Bagian Ketlga 
Tipe PerangkatDaerah 

Pasal 4 

(1) Perangkat daerah sebagaimana dimakuud dalam Pasal 3, 
cliklasifikasikan atas Tipe A. 

Perangkat Daerah Kota Kendari yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian diwadahi dalam bentuk Dinas. 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daen.h 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 

Pasal 1 

L>alam Peraturan Walikota ini, yang climaksud dengan: 
1. Daerah adalah KotaKendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali.kota dan perangkat sebagai unsur 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari, 

3. Walikota adalah WalikotaKendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 

Kendari. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjangtertentu. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Perindustrian. 

9. Sub Koordinator adalah Jabat.an Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas clan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja. 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KER.JA DINAS TENAGA 
KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan 
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(1) Susunau Orgarrisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, terdiri dari : 
a. KepalaDinas; 

Pasal 8 

Ba.gian Kedua 
SusunanOrganisasi 

Pasal 7 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 6, 
Dinas Tenaga Kerja clan Perindustrian menyelenggarakan fungsi: 
a. perurnusan Kebijakan teknis lingkupDinas; 
b. perencanaan, pengembangan dan pengawasan bidang Tenaga 

Kerja dan Perindustrian; 
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan usaha di bidang Tenaga Kerja 

dan Perindustrian; 
d. pelaksanaan pembirraan perizinan dan tanda dafter serta 

pelaksanaan pelayanan.umum; 
e. penyiapan bahanpelaksanaan pendidikan dan tatihan, 

penerapan teknologi dan penyuluhan Tenaga Kerja dan 
Perindu strtan ; 

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan 
Tenaga FungsionaJ lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perirrdu striarr; 
dan 

g. pelaksanaan fungal lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas danfungsinya. 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian bertugas membantu Walikota 
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daer-ah dan tugas pembantuan di bidangTenaga Kerja dan 
Perindustrian. 

Pasal 6 

(1) Dinas merupakan un.sur pelaksana urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangandaerah. 

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian dipimpin oleh kepala Dinas 
yang berkedudu.kan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Wali.kota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB 111 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASJ 

(2) Penentuan tipe Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
sebagaimana climaksud pads ayat (1) berdasarkan hasil 
pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang Dinas Tenaga Kerja dan Per:industrian. 

(3) Penentuan tntensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimcnn climaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan peruridang-uridangan yangberlaku, 
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Se-kretariat, terdiri atas : 
a Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan; dan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

Pasal 12 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pcngkoordinasian penysunan rencana, program dananggaran; 
b. penyelenggaraan urusan displin dan kesejahteraanpegawai; 
c. penyelenggaraan uru san umum meliputi kerumahtanggaan, 

ketatalaksanaan, surat menyurat dankearsipan; 
d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansipemerintab; 
e. penysunan sta.ndar operasionalprosedur: 
f. pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan berbasisakrual; 
g. perawatan barang inventaris dan perlengkapan;dan 
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai 

dengan tugas danfungeinya: 

(1) Sekretariat bertugas melaksanakan urusan administrasi urnurn, 
menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencana, 
pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, 
pemeliharaan kantor, penyusu.nan program kerja, evaluasi dan 
pelaporan. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah 
dan benanggungjawab kepada Kepalafrinas. 

Bagian Kedua 
Bagian Sekretariat 

Pasal 10 

Kepala Drrias bertugas memimpin, m.engoordinasikan pelaksanaan 
uru.san pemermtahan cli Bidang Tenaga kerja dan Perindustrian 
rnenjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan serta 
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi D.i.nas. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

b. Sekretariac; 
c. Bidang Penempatan dan Pelatihan TenagaKerja; 
d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial& Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja; 
e. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri; 
f. Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Tndustri; 
g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
h. Kelompok .Jabatan Fungsional 

(21 Bagan Susunan Organisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (11 
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimaria dimaksud pada pasal 14 
ayat (1). Kepala Bidang Penempatan dan Pelatlhan Tenaga Kerja 
rnenyelenggarakan fungsi : 
a. pengkoordinasian penyelenggaraan Pelatihan Bcrbasis Kompetensi; 
b pelaksanaan verifikasi informasi regu!asi bidang pelatihan kerja yang 

akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 
c. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta; 
d. penyebarluasan inforrnasi produktivitas kepada perus-ahaan kecil; 
e. pengkoordinasian pernberian konsultasi produktivitas perusahaan kecil; 
f. pengkoordinasian pengukuran produktivitas tingkat Kota Kendari; 
g. pengkoordinasian pernberian dan penyebarlusan informasi pasar kerja 

dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesernpatan kerja kepada 
masyarakat; 

h. pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan 
antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat; 

i. pengkoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta. 
perluasan kesempatan kerja kepada rnasyarakat; 

J. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan 
tenaga kerja swasta: 

k. promosi penycbarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja 
ke luar negeri kepada masyarakat; 

1. pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi Galon TKl; 
m. pengkoordinasian pelayarian dan verifikasi kelengkapan dokumen 

ketenagakerjaan Calon TI{[ ke luar negeri; 
n. pengkoordinasian pelayanan penandatangan perjanjian kerja; 

Pasal 15 

{ 1) Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja bertugas 
membantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran kebijakan 
teknis di bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja. 

(2) Bidang Penempatan dan Pelatiban Tenaga Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), d.ipimpin oleh Kepala Bidang yang berada 
di bawah da.n bertanggungjawab kcpada Kepala Din.as. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja 

(J.) Sub Bagiarr Perencanaan, keuangan dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, bertugas 
melaksanakan penyusunan perencanaan program anggaran, 
pengelolaan keuangan serta penyusunan bahan evaluasi 
danpelaporan, 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf b, bertugas melaksanakan urusan 
penyiapan bahan koordinasi antar bidang, tata usaha, 
kerumahtanggaan, kerjasama, kepegawaian, perjanjian kinerja, 
kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan. 

(3} Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 
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Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 19 

Pasal 18 

Dala:m meJaksanakan tugas sebagaimana d:imaksud pada Pasal 1 7, 
ayat (1), KepaJa Bidarig Pembinaan Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan furigai : 
a. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan 

perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah 
Kota Kendari; 

b. pcmberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja ber samu 
derigan ruang lingkup oprasi daerah Kota Kendari; 

c. pengkoordinasian proses pengesahan dokumen peraruran 
perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kota Kendari; 

d. pelaksanaan deteksi diru terhadap potensi perselisihan di 
perusahaandengan ruang lingkup operasi daerah Kata Kendari; 

e. peJaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga 
Kerja Sama Bipartit di perusahaandengan ruang Iingkup operasi 
daerah Kota Kendari; 

f. pengkoorclinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan 
mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan 
peru sahaan dengan ruang lingkup operasi daerab Kata Kendari; 
dan 

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(lJ Bidang Pernbinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja bcrtugas rnembantu Kepala Dinas melaksanakan penjabaran 
kebijakan teknis di bidang Pemhinaan Hubungan industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja; 

(2) Bidang PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada l<cpala Dinas. 

Bagian Keempat 
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Pasal 17 

Susunan Organisasi Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelampok .Jabatan 
Fungsional 

Pasal 16 

o. pengkoordinasian penyelesaian permasalahan TKJ pra dan puma 
penernparan: 

p. pengkoordinasian pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI; 
q. pelaksanaan pemberdayaan TKl puma; dan 
r. pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja 

asing (!MT/\) yang berlokasi kerja lebih dari l (satu) daerah kab/kota 
dalam 1 (satu) daerah kab/kota 
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Suaunan Organisasi Bidang Pembarigunuri Sumber Daya Jndustri 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 J 
ayat (1), Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri 
menyelenggarakan fungsl: 
a. penyiapan perumu san, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

kebijakao daerah di bidang pembangunan tenaga kerja indu stri 
dan penggunaan konsultao indu.stri untuk industri unggulan Kota 
Kendar+; 

b. pen.yiapan perumusan, pelaksariaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan 
dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber 
daya alam Kata Kendari; 

c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan 
Teknologi Tndustri; 

d. penyiapan perumu san, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan daerah di bidang pengembangen dan pemartfaatan 
kreativitas dan inovasi; 

e. penyiapan perumu san, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporau 
kebijakan daerah di bidang perjanjian kerjasama serta 
pelaksanaan adrnioistrasi kerjasama; 

f. penyiapan perumu san, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan di bidang 
industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan 
pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran lzin Usaha 
Induatrt Kccil, Iziri Usaha Industri Menengah da:n Izin Usaha 
Kawasao Jndustri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 
Kcndari;dan 

g. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 21 

(l.) Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri bertugas 
meJaksanakan penyiapan perunrusan, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan kebijakatl daer ah di bidang Pembangunan Sumber daya 
Indu str+. 

(2} Bjdang Pembangunan Sumber Daya lndustri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepalaD1nas. 

Pasal 20 

Bagian Kelima 
Bidang Pembangunan Sumber Daya lndustri 
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Pasal 26 

(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis 
opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, 

Bagian Ketujuh 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Susunan Organisasi Bidang Sar-aria dan Prasarana Industridan 
Pemberdayaan Industri sebagairnana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri 
atas Kelompok .Jabatan Fungsional 

Pasal 25 

Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana lndustridan. 
Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi : 
f.l. penyiapan perunrusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 

kebijakan daerah di bidangpembangunan dan pemberdayaao 
Industr:i Kecil dan industri menengah unggulan Kota Kendan; 

b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat 
Pertumbuhan Indu stri, Kawasan lndustri, dan Infrastruktur 
penunjang industri yang izinnya dikeluarkau oleh Pemerintah Kota 
Kendari; 

c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk 
industri unggulan Kota Kerrdar+; 

d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izirmya 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kendari; 

e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakan daerah terkait promosi mvestasi dan fasilitasi/insentif di 
bi dang pcnanaman modal yang menjadi kewenangan Kota Kendari; 

f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan 
kebijakun daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri 
di Kota Kendari; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh KepaJa Dinas terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 23 

(1) Bidarig Sarana dan Prasarana [ndustridan Pemberdayaan Industri 
bertugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan 
perumusan, pelaksanaan, evaluasi dari pelaporan kebijakan 
daerah di bidang sarana dan prasarana :i.ndustri dan 
pemberdayaan industri. 

(2) Bidang Sarana dan Prasarana Cnd.ustridan Pemberdayaan Industri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Bagian Keenam 
Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri 
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Pasal 30 

Dalam melaksanakan tugas setiap pirnpinan dan kelompok jabatan 
Iungaional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan 
tugas masing-masing, 

BABV 
TATAKERJA 

Pasal 29 

(1) Kelornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 
Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 25 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil 
Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan 
fungsinya. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pernantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub 
substansi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengcnai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Pasal 28 

Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 27, adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

Pasal 27 

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk 
sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Klaaiflkasi UP'J'D terdiri atas : 
a. UPTD Kelas A untuk mewadab.i beban kerja yang besar dengan 

jumlab be ban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan 
b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah 

beban kerja 5.000 sarnpai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam 
kerja efektif per tahun; 

(4) Pembentukan UP'J'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clitetapkan 
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis 
kepada Gubemur selaku Wakil Pemerintah Pusat. 
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(1) Kepala Dinas diangkar dan diberhentikan oleh Walikota atas usu! 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota atas usu! Kcpala Dinas melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
(4) Kepala Dinas rnerupakan jabatan eselon Jlb atau .Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratarna. 
(5) Sekretaris merupakan jabatan eselon ITla atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon fib atau Jabatan 

Administrator. 

Pasal 34 

BABVI 
PENGAl'iGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-rnasing pejabat 
dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada 
pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 33 

(1) Dalam hal Kepala Dinas bcrhalangan, Sekretaris melakukan tugas 
Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dalam hal. Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewaklli Kepala Dinas. 

Pasal 32 

(1) Setiap pirnpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraruran Perundang­ 
Undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja 
bcrtanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagal bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-rnasing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja 

(6) Dalam melaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-rnasing wajib meogadakan rapat 
berkala. 

Pasal 31 
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NOMOR 1\ 

Ditetapkan di Kendari 
~iw;~@..rnggal, ~5 -1- 2022 

)' 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, '.). t; -1- 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikotaini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada langgal diundangkan. 

Pasal 37 

Pada saat Peratu.ran Walikota ini rnulai berlaku, Peraturan Walikota N"omor 
76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari {Serita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nornor 76), dicabut dan dinyatakan ti.dak 
berlaku. 

Pasal 36 

BABVIIt 
KETENTUAN PENUTUP 

Pad.a saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, UPTD tetap 
melaksanakan tugasnya sarnpai dengan Peraturan Walikota tentang 
Pembenrukan, Susunan Organisaai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
UP'J'D yang baru diundangkan, 

Pasal 35 

BABVII KETENTUANPERALIHAN 
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(7) Kepata Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan 
Pengawas. 

(8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda. 
{9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 

struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 



l UPTD OJ _ _____. 

~~~""'":m -.:·.:,; 
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SEl<RET~T 

SIJ8 8AQIAN ..... ~llt!NCANAAk,~EUANGAN 
DAN PELAPORAN 

SUB BAGlAN ~ UMUM DAN KEPCGAWAIAN 

I I l I ... _ 
lfflMHG IUWIG IIIDANy PIN04PATAH OAH Pl!MetNMJltllleU#- H,ci,Alf<IIINAH SIJMlfll ~RAM 1W1 PMSAltAftA PEUnHAl•rrn- ICSRJA llf.DUShUAL D.N OA'tA..IllDUSJ'JU IN.DU5TRI DAN 

lUUHAH90tRAL l'HAGA Pl!HRRDl'YAAII I"o,snu 

I I I I 
SUI' KOOROIHTOR DAN SUI KOORDIHTOR DAN SUB KDOROl?(TOR. DAN SUB KOOJtOINTOR. D,\H 

l<ELOMPOK JABATAH KELOMPOKJ,.BATAH t<ELOMPOK JADATAH KELOMPOK lABATAN 
FUHGSIONAL fUHGSXONAL FUNGSJONAL FUNG.SION.Al 

I I I I I I I I 

I I 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI 

LAMPIRAN PE~TURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR !11 TAHUN 2022 
TANOGAL : '2 s _ 1 _ 2022 

- l3 - • 

.. 


	012.pdf (p.1)
	013.pdf (p.2)
	014.pdf (p.3)
	015.pdf (p.4)
	016.pdf (p.5)
	017.pdf (p.6)
	018.pdf (p.7)
	019.pdf (p.8)
	020.pdf (p.9)
	021.pdf (p.10)
	022.pdf (p.11)
	023.pdf (p.12)
	024.pdf (p.13)

